
 
 

82 

 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Sistem hukuman mati hanya diberlakukan untuk kasus-

kasus tertentu, semisal narkoba, terorisme dan korupsi, 

termasuk dalam hukum islam korupsi masuk kategori 

hukuman ta`zìr yang disebut dengan „al-qatl al-siyàsì‟, 

yaitu hukuman mati yang tidak diatur oleh al-Quran dan 

Sunnah, tetapi diserahkan kepada penguasa atau negara, 

baik pelaksanaan ataupun tatacara eksekusinya.  

2. Walaupun hukuman hudud tidak bisa diberlakukan dalam 

menuntut hukum pelaku korupsi, namun bukan berarti 

sanksi ta‟zir bagi koruptor bersifat lebih ringan. Hukuman 

ta‟zir bagi koruptor bisa dalam bentuk pidana denda materi, 

pidana penjara seumur hidup, dinyatakan sebagai warga 

masyarakat yang bermasalah atau di-black list, bahkan bisa 

berupa hukuman mati sebagai ta‟zir bagi pelaku koruptor. 

Hukuman maksimal (mati) tersebut boleh diberlakukan oleh 

suatu negara jika dipandang sebagai upaya efektif menjaga 

ketertiban dan kemaslahatan masyarakat. 

3. Hukuman mati diharapkan akan membuat kejahatan si 

pelaku terbalaskan, setidaknya bagi masyarakat sebagai 

korban, dan akan membuat orang lain takut melakukan 

kejahatan serupa, namun hal itu jelas tidak akan dapat 

memperbaiki diri si pelaku, karena kesempatan hidup sudah 

tidak ada lagi. Sebaliknya, tanpa dihukum mati pun, seorang 
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pelaku kejahatan dapat merasakan pembalasan atas 

tindakannya dengan bentuk hukuman lain, misalnya 

dihukum seumur hidup atau penjara.  

B. Saran-saran 

1. Legislatif sebagai pembuat Undang-Undang tentang 

pemberantasan tindak pidana korupsi, terkait pasal 2 ayat (2) 

berupa hukuman mati bagi pelaku korupsi, maka alangkah 

baiknya pasal ini di tinjau kembali untuk dipertimbangkan. 

Agar adanya pasal ini tidak hanya sekedar ancaman tegas 

UU No 31 Tahun 1999, akan tetapi benar-benar menjadi alat 

penjerat bagi pelaku Tipikor agar dapat menekan pelaku 

korupsi diindonesia. 

2. Bagi hakim yang memutuskan perkara tentang korupsi 

diindonesia harus mengambil sikap yang tegas dan berani 

terkait putusan penjatuhan hukuman mati bagi pelaku tipikor,  

agar hakim memberikan terapi kejut dan efek jera kepada 

pelaku korupsi. Akan tetapi dalam pengambilan 

keputusannya, hakim harus mempertimbangkan dengan 

benar-benar dan melihat unsur-unsur yang dapat 

dipertanggung jawabkan agar tidak terjadi kekeliruan setelah 

dilaksanakan/eksekusinya hukuman. 

3. Adanya pembinaan moral dan akhlak bangsa melalui 

sosialisai terkait penerapan sanksi-sanksi moral serta sanksi 

sosial serta penekanan tentang adanya sanksi akhirat bagi 

para pelaku tindak pidana korupsi. Hal ini bisa diterapkan 

dalam pelajaran sekolah dasar samapai dengan tingkat 

perguruan tinggi. 
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